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PENETAPAN
Nomor 55/Pdt.P/2025/MS.Skm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH SYAR’IYAH SUKA MAKMUE
Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama
dalam persidangan Hakim telah menjatuhkan penetapan terhadap perkara
Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon 1, NIK: xxx, tempat, tanggal lahir: P. Dogom, 04 Januari 1975,
agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan XXXXXXXXXXXXXX, tempat
tinggal di Dusun Keulambe, XXXX XXXXXXX, XXXXX XXXXXXX,
XXXXXXXXX XXXXX XXXX, XXxX, domisili elektronik xxx+1@gmail.com,
sebagai Pemohon I;

Pemohon 2, NIK: xxx, tempat, tanggal lahir: Jambo Manyang, 01 Juli 1983,
agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan XXXXXXXX XXXXX XXXXXX,
bertempat tinggal di KABUPATEN NAGAN RAYA, ACEH, sebagai
Pemohon II;

selanjutnya secara bersama-sama disebut sebagai para Pemohon
Mahkamah Syar‘iyah tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis melalui
System E-Court Mahkamah Agung RI dengan surat permohonannya bertanggal 02
Juni 2025, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Mahkamah Syar’iyah Suka
Makmue pada tanggal 04 Juni 2025 dengan register perkara Nomor
55/Pdt.P/2025/MS.Skm, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Para Pemohon telah menikah sah secara Hukum Islam

pada tanggal 02 bulan September tahun 2016 di Gampong Peunaga Baroe,

Kecamatan Meureubo, Kabupaten xxxx Barat, Provinsi Xxxx;

2. Bahwa yang menikahkan sekaligus menjadi Wali Nikah

Pemohon | dengan Pemohon Il adalah Abang kandung Pemohon Il yang

bernama Sofyan dengan disaksikan oleh dua orang Saksi yang bernama: 1.
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Angga dan 2. Tgk. M. Diah. S, dengan mahar berupa 5 Mayam emas dibayar

tunai;

3. Bahwa sebelum menikah, Pemohon | berstatus Perjaka dan

Pemohon Il berstatus Gadis;

4. Bahwa antara Pemohon | dengan Pemohon Il tidak ada

hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak

ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan

hukum Islam dan perundang-undangan, maupun adat istiadat yang berlaku;

5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Para Pemohon bertempat

tinggal di Gampong XxxX XXXXxXX, Kecamatan XXXXX XXXXXXX, XXXXXXXXX

XXXXX XXXX., Provinsi Xxxx;

6. Bahwa dari pernikahan antara Pemohon | dan Pemohon Il

tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang masing-masing bernama:
6.1. Muhammad Alfarizi bin Supri Yanto, Jenis kelamin
Laki-Laki, Tempat/Tanggal Lahir di Gunong Kleng, tanggal 31 bulan
Maret tahun 2017, NIK: 1115073103170001, Pendidikan Tidak/Belum
sekolah, Status Belum Kawin, Umur 8 tahun;
6.2. M. Shultanul Alam bin Supri Yanto, Jenis kelamin
Laki-Laki, Tempat/Tanggal Lahir di Pulo Dogom, tanggal 16 bulan
Januari tahun 2019, NIK: 1115071601190001, Pendidikan
Tidak/Belum sekolah, Status Belum Kawin, Umur 6 tahun;
6.3. Muhammad Abdul Nawan bin Supri Yanto, Jenis
kelamin Laki-Laki, Tempat/Tanggal Lahir di Nagan Raya, tanggal 03
bulan Januari tahun 2024, NIK: 1115070301240002, Pendidikan
Tidak/Belum sekolah, Status Belum Kawin, Umur 1 tahun;

7. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga

yang mengganggu gugat, dan Para Pemohon tidak pernah bercerai yang

memutuskan hubungan pernikahannya;

8. Bahwa semenjak menikah Para Pemohon belum pernah

mendapat buku nikah yang sah sebagaimana yang dikehendaki oleh undang-

undang, dan peraturan lain yang berhubungan dengan perkawinan

disebabkan karena Nikah dibawah tangan atau menikah secara kampung;
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9. Bahwa saat ini Para Pemohon membutuhkan bukti

pernikahannya tersebut untuk kepastian hukum Para Pemohon dan sebagai
syarat pembuatan Buku Nikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan XXxxx
XXXXXXX ., XXXXXXXXK XXXXX XXXX.
Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua
Mahkamah Syar’iyah Suka Makmue segera memeriksa dan mengadili perkara ini,
selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
Primer:
1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon | (PEMOHON 1) dengan
Pemohon Il (PEMOHON 2) yang dilaksanakan pada tanggal 02 Bulan
September tahun 2016 di Gampong Peunaga Baroe, Kecamatan
Meureubo, Kabupaten xxxx Barat, Provinsi Xxxx.;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mencatatkan
pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Xxxxx
xxxxxxx Kabupaten Nagan Raya.;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Suka Makmue berpendapat lain,
mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas perintah Hakim, Jurusita telah mengumumkan adanya
permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 4 Juni 2025 untuk masa
pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama
masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Mahkamah
Syar’iyah Suka Makmue sehubungan dengan permohonan itsbat nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir
sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan
maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah

mengajukan bukti tertulis berupa:
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A. Bukti tertulis
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon | NIK:
1401110401750002, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Nagan
Raya, Provinsi xxxx, tanggal 19-08-2020. Bukti tersebut telah diberi meterai
cukup dan dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya (P.1);
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon Il NIK:
1101024107830251, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Nagan
Raya, Provinsi xxxx, tanggal 06-12-2018. Bukti tersebut telah diberi meterai
cukup dan dinazegelen dan telah sesuai dengan aslinya (P.2);
B. Bukti saksi
1. SAKSI 1, NIK: 1115070101680001, lahir di Peunaga Cut Ujong, 01 Januari
1968 (57 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan XXXXXXXXXXXXXX,
tempat tinggal di ALAMAT PIHAK, Saksi mengaku kenal dengan para
Pemohon, memiliki hubungan sebagai tetangga, menyatakan bersedia
menjadi saksi dan memberikan keterangan di bawah sumpah, secara terpisah
yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il adalah pasangan suami istri yang
menikah di Gampong Peunaga Baro, Kecamatan XXXXX XXXXXXX,
Kabupaten Nagan Raya, xxxx, pada tanggal pada tanggal 02 bulan
September tahun 2016 di Gampong Peunaga Baroe, Kecamatan
Meureubo, Kabupaten xxxx Barat, Provinsi Xxxx;
- Bahwa saksi tidak hadir pada pernikahan tersebut karena
pernikahannya di Meulaboh;
- Bahwa saksi mengetahui tentang pernikahan Pemohon | dengan
Pemohon Il karena diberitahu oleh para Pemohon dan juga oleh perangkat
gampong;
- Bahwa saksi mendapat informasi sewaktu menikah Pemohon |
berstatus jejaka dan Pemohon Il berstatus gadis;
- Bahwa para Pemohon meskipun sudah berusia lanjut saat menikah,
memang belum pernah menikah sebelumnya;
- Bahwa saksi diberitahu oleh para Pemohon, yang menjadi wali nikah

pada saat pernikahan Pemohon | dengan Pemohon Il adalah abang
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kandung Pemohon Il yang bernama Sofyan, dikarenakan ayah kandung
dan kakek kandung Pemohon Il telah meninggal dunia;

- Bahwa saksi tidak mengetahui persis tentang prosesi akad nikah,
sehingga tidak mengetahui siapa saja yang menjadi saksi-saksi nikah para
Pemohon dan mahar apa yang diberikan Pemohon | kepada Pemohon Il
saat ijab-qabul;

- Bahwa para Pemohon saat ini bertetangga dengan saksi, selama ini
tidak pernah ada yang menggangu gugat pernikah Pemohon | dengan
Pemohon II;

- Bahwa setahu saksi antara Pemohon | dan Pemohon Il tidak ada
hubungan darah atau semenda atau sepersusuan;

- Bahwa pernikahan Pemohon | dengan Pemohon Il dilaksanakan
berdasarkan agama Islam dan sampai saat ini Pemohon | dan Pemohon I
tetap beragama Islam;

- Bahwa selama menikah antara Pemohon | dan Pemohon II belum
pernah bercerai, keduanya hidup rukun dan harmonis;

- Bahwa selama hidup sebagai suami istri Pemohon | dengan
Pemohon Il belum pernah ada pengaduan atau keberatan dari pihak
manapun tentang pernikahan Pemohon | dengan Pemohon II;

- Bahwa dari pernikahan Pemohon | dengan Pemohon Il telah
dikaruniai telah dikaruniai tiga orang anak;

- Bahwa Pemohon | tidak mempunyai istri selain Pemohon II, begitu
juga Pemohon Il tidak mempunyai suami selain Pemohon I;

- Bahwa Para Pemohon mengajukan pengesahan pernikahan ini untuk
mendapatkan buku nikah sebagai bukti pernikahan yang sah;

2. SAKSI 2, NIK: 1115011011660001, lahir di Gunong Kleng, 10 November 1966
(58 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan XxXXxXxxxxx, bertempat
tinggal di ALAMAT PIHAK, Saksi mengaku kenal dengan para Pemohon,
hubungan sebagai tetangga, menyatakan bersedia menjadi saksi dan
memberikan keterangan di bawah sumpah, secara terpisah yang pada

pokoknya sebagai berikut;
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- Bahwa Pemohon | dan Pemohon Il adalah pasangan suami istri yang
menikah di Gampong Peunaga Baro, Kecamatan XXXXX XXXXXXX, XXXXXXXXX
XXXXX XXXX, XXXX, pada tanggal pada tanggal 02 bulan September tahun
2016 di Gampong Peunaga Baroe, Kecamatan Meureubo, Kabupaten xxxx
Barat, Provinsi xxxx;

- Bahwa saksi tidak hadir pada pernikahan Pemohon | dengan
Pemohon I, saksi hanya mendapatkan informasi dari para Pemohon dan
juga tetangga yang lain;

- Bahwa setahu saksi sewaktu menikah Pemohon | berstatus jejaka
dan Pemohon Il berstatus gadis;

- Bahwa menurut pengakuan para Pemohon yang menjadi wali nikah
pada saat pernikahan Pemohon | dengan Pemohon Il adalah abang
kandung Pemohon Il yang bernama Sofyan, dikarenakan ayah kandung
dan kakek kandung Pemohon Il telah meninggal dunia;

- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana prosesi pernikahan
Penggugat | dengan Pemohon I, karena tidak hadir dalam aqgad nikabh;

- Bahwa antara Pemohon | dan Pemohon Il tidak ada hubungan darah
atau semenda atau sepersusuan;

- Bahwa pernikahan Pemohon | dengan Pemohon Il dilaksanakan
berdasarkan agama Islam dan sampai saat ini Pemohon | dan Pemohon I
tetap beragama Islam;

- Bahwa selama menikah antara Pemohon | dan Pemohon II belum
pernah bercerai, keduanya hidup rukun dan harmonis;

- Bahwa selama hidup sebagai suami istri Pemohon | dengan
Pemohon Il belum pernah ada pengaduan atau keberatan dari pihak
manapun tentang pernikahan Pemohon | dengan Pemohon II;

- Bahwa dari pernikahan Pemohon | dengan Pemohon Il telah
dikaruniai telah dikaruniai tiga orang anak;

- Bahwa Pemohon | tidak mempunyai istri selain Pemohon I, begitu
juga Pemohon Il tidak mempunyai suami selain Pemohon I;

- Bahwa Para Pemohon mengajukan pengesahan pernikahan ini untuk

mendapatkan buku nikah sebagai bukti pernikahan yang sah;
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Bahwa para Pemohon telah mencukupkan bukti-buktinya dan menyatakan
tidak mengajukan apapun lagi dan dalam kesimpulannya secara lisan mohon
penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu
yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang
tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah
sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para
Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Mahkamah Syar'iyah Suka
Makmue selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak
ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan
Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka perkara ini dapat dilanjutkan
pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan dan diajukan
oleh orang Islam, dalam hal ini para Pemohon yang bertempat tinggal di
XXXXXXXXX XXXXX XXXX yang merupakan wilayah hukum Mahkamah Syar’iyah Suka
Makmue, oleh Karena itu sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan
ditambah dengan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Pasal
73 ayat (1) tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009,
maka perkara ini termasuk wewenang Mahkamah Syar’iyah Suka Makmue.

Menimbang, bahwa dalam permohonan dimaksud para Pemohon
berkedudukan sebagai suami adalah Pemohon | dan sebagai istri adalah
Pemohon Il, Hakim berpendapat para Pemohon a quo merupakan subjek hukum
sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 7 ayat 4 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan permohonan pengesahan
pernikahan yang diajukan Pemohon | dan Pemohon Il tersebut, Hakim akan
mempertimbangkan berdasarkan ketentuan hukum perkawinan/munakahat Islam
yang dalam hal ini adalah Kompilasi Hukum Islam maupun berdasarkan ketentuan

yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
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Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan Hadis Nabi Muhammad
SAW sebagai berikut:

ade all Glo all Jgw, JBG :JB semmo o alll aue e
(origadly ooidad, o)l ¢lg,) Jas sanlivg (s Y] 1S5 Y plus

Artinya: Diterima dari 'Abdullah ibn Mas'ud, ia telah berkata bahwa Rasulullah
SAW pernah bersabda: Tidak sah nikah kecuali dengan adanya wali
nikah dan dua orang saksi (H.R. al-Daruquthniy dan al-Bayhagqiy);

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan
itsbat nikah adalah bahwa Pemohon | dengan Pemohon Il telah melangsungkan
pernikahan di Gampong Peunaga Baro, Kecamatan XXXXX XXXXXXX, XXXXXXXXX
XXXXX XXXX, XXXX, pada pada tanggal 02 bulan September tahun 2016 di Gampong
Peunaga Baroe, Kecamatan Meureubo, Kabupaten xxxx Barat, Provinsi xxxx;,
dengan wali nikah abang kandung Pemohon Il bernama Sofyan, dikarenakan ayah
kandung dan kakek kandung Pemohon Il telah meninggal dunia, dengan
maskawin berupa emas 5 (lima) mayam dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 (dua)
orang saksi masing-masing bernama Angga dan M. Diah. S, namun Pemohon |
dengan Pemohon Il tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan
tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan, sementara Pemohon |
dengan Pemohon Il sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk
mendapatkan akta nikah para Pemohon serta keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya dan memenubhi
alasan syarat sebagaimana tersebut di atas, para Pemohon mengajukan bukti
tertulis P.1 dan P.2, yang akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.2 merupakan akta autentik dengan nilai
kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (volledig en bindende
bewijskracht), sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka berdasarkan
ketentuan Pasal 285 R.Bg juncto Pasal 3 ayat (2) huruf (a) Undang-Undang
Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, bukti tersebut dapat diterima sebagai
alat buki.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2, terbukti bahwa identitas

para Pemohn telah sesuai dengan permohonan para Pemohon.
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Menimbang, bahwa di samping bukti-bukti surat di atas, para Pemohon juga
mengajukan dua orang saksi dengan keterangan sebagaimana dalam duduk
perkara penetapan ini dan akan dipertimpangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh para Pemohon tidak
ada halangan bertindak sebagai saksi sebagaimana Pasal 172 ayat (1) R.Bg,
dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil suatu
pembuktian, sehingga kesaksiannya dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa dalam menilai kekuatan kesaksian, Hakim berpedoman
pada ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg, bahwa suatu kesaksian harus disertai
alasan mengenai pengetahuan saksi. Di samping itu, memperhatikan secara
khusus kesesuaian saksi satu dengan yang lain, persamaan kesaksian-kesaksian
itu dengan hal-hal yang dapat ditemukan mengenai perkara yang bersangkutan
dalam pemeriksaan serta alasan-alasan yang dikemukakan saksi sehingga ia
dapat mengemukakan hal-hal seperti itu;

Menimbang, bahwa kesaksian saksi-saksi yang disampaikan di persidangan
sebagaimana terurai pada duduk perkara di atas relevan dengan dalil-dalil
permohonan para Pemohon, oleh karena itu kesaksian saksi-saksi tersebut telah
mendukung dalil-dalil permohonan yang diajukan oleh para Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat permohonan dan keterangan para
Pemohon, serta bukti-bukti yang diajukan oleh para Pemohon, Hakim telah
menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon | dengan Pemohon Il telah melangsungkan
pernikahan secara agama Islam pada tanggal pada tanggal 02 September
2016 di Gampong Peunaga Baro, Kecamatan xxxxx XXxxxxx, Kabupaten
Nagan Raya, xxxx, dengan wali nikah abang kandung Pemohon Il bernama
Sofyan, dikarenakan ayah kandung dan kakek kandung Pemohon Il telah
meninggal dunia, dengan maskawin berupa emas 5 (lima) mayam, dan
dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Angga dan M.
Diah. S;

- Bahwa sebelum menikah Pemohon | berstatus jejaka dan Pemohon

Il berstatus gadis;
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- Bahwa antara Pemohon | dan Pemohon Il tidak ada hubungan
keluarga atau sesusuan atau halangan syar’i yang dapat menghalangi
pernikahan Pemohon | dengan Pemohon II;

- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas
pernikahan Pemohon | dengan Pemohon II;

- Bahwa Pemohon | dengan Pemohon Il tidak pernah bercerai dan
telah dikaruniai tiga orang anak;

- Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mendapatkan
akta nikah para Pemohon serta keperluan lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, maka
rukun untuk melaksanakan perkawinan, yaitu: a. calon suami, b. calon istri, c. wali
nikah, d. dua orang saksi, e. ijab dan kabul, hal mana sesuai pula dengan
pendapat pakar hukum Islam dalam kitab al-Figh ‘alaa al-Madzaahib al-Arba'ah
karangan Abd al-Rahman al-Jaziri terbitan Daar al-Fikri Beirut, Libanon jilid 1V

halaman 12, yang selanjutnya diambil alih menjadi pertimbangan Hakim yaitu:

drpog Vlaalig Wog d299 ToJ : dmas Sl OIS,
Artinya: “Rukun (unsur) nikah ada lima, yaitu; calon suami, calon isteri, wali nikah,
dua orang saksi, dan shigat (jjab qabul).”

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 14
Kompilasi Hukum Islam yaitu: “Untuk melaksanakan perkawinan harus ada : a.
Calon Suami; b. Calon Istri; c. Wali nikah, d. Dua orang saksi dan e. ljab dan
Kabul” dan juga pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
perkawinan, yaitu : “Perkawinan dilarang antara dua orang yang : a. berhubungan
darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas, b. berhubungan darah
dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan
seorang saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya, c.
berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu/bapak tiri, d.
berhubungan susuan, anak susuan, saudara dan bibi/paman susuan, e.
berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri,
dalam hal seorang suami beristeri lebih dari seorang, f. yang mempunyai

hubungan yang oleh agamanya atau praturan lain yang berlaku dilarang kawin” jo
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Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum
Islam.

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi Pasal 16, 18,
19 dan 20 serta Pasal 24 sampai dengan Pasal 33 Kompilasi Hukum Islam, maka
dapat dinyatakan perkawinan para Pemohon telah memenuhi rukun dan syarat
perkawinan hanya saja perkawinan para Pemohon tersebut tidak mempunyai
kekuatan hukum karena tidak mempunyai buku nikah (Kutipan Akta Nikah),
sehingga diperlukan penetapan Pengesahan Nikah (ltsbat Nikah) dari Pengadilan
Agama/Mahkamah Syar'iyah dengan beberapa pertimbangan-pertimbangan
sebagai berikut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, perkawinan para
Pemohon ternyata dilaksanakan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa segala bentuk perkawinan yang dilaksanakan dan terjadi
sesudah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan,
haruslah tunduk kepada aturan dan syarat-syarat sebagaimana dimaksud dalam
Undang-Undang tersebut, artinya bahwa segala bentuk perkawinan yang
dilaksanakan dan tidak tunduk kepada ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang tersebut, maka vide Pasal 64 Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 secara a contrario haruslah dinyatakan tidak sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dalam perkawinan
antara Pemohon | dengan Pemohon Il sekalipun terjadi dan dilaksanakan setelah
berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, namun
perkawinan ini tidaklah termasuk perkawinan yang batal demi hukum, maka Hakim
berpendapat perkawinan yang demikian ini dapat disahkan dalam kondisi yang
memang bersifat eksepsional selama memenuhi syarat rukunnya dan tidak
bertentangan dengan perundang-undangan demi azas kemanfaatan dan
perlindungan hukum.

Menimbang, bahwa dalam Pasal 7 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam
(KHI), dijelaskan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta
Nikah, dapat diajukan istbat nikahnya ke Pengadilan Agama, dan dijelaskan pula

bahwa isbat nikah yang dapat diajukan ke Pengadilan Agama salah satunya
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mengenai hal-hal yang berkenaan: (c). adanya keraguan tentang sah atau
tidaknya salah satu syarat perkawinan dan (e). Perkawinan dilakukan oleh mereka
yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1
Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Menimbang, bahwa para Pemohon mengajukan Isbat Nikah karena
perkawinannya tidak tercatat di Kantor Urusan Agama, hal tersebut telah
menjadikan keraguan bagi pihak atau instansi lain yang berkepentingan dengan
para Pemohon, sesuai dengan Pasal 7 ayat (3) huruf ¢ Kompilasi Hukum Islam
karenanya secara formal permohonan para Pemohon tersebut dapat diterima.

Menimbang, bahwa selain menjadi keraguan bagi pihak atau instansi lain
yang berkepentingan dengan para Pemohon, berdasarkan fakta hukum tersebut,
terbukti juga dalam perkawinan para Pemohon tidak adanya halangan perkawinan
sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 8, Jo Pasal 9 jo Pasal 10 Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 39, Jo Pasal 40, Jo
Pasal 41, Jo Pasal 42, Jo Pasal 43 dan Jo Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, dan
disisi lain perkawinan tersebut dilaksanakan dengan telah terpenuhinya rukun dan
syarat sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam,
dengan demikian sekalipun perkawinan a quo terjadi dan dilaksanakan dalam
tenggang waktu setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang
Perkawinan, akan tetapi secara nyata tidak bertentangan dengan rukun dan
syarat-syarat dimaksud, oleh karena itu perkawinan para Pemohon telah sesuai
juga dengan Pasal 7 ayat (3) huruf e, sehingga Pengadilan dapat menyatakan
perkawinan para Pemohon sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa dalam hal perkawinan a quo dapat dinyatakan sah
menurut hukum dan karena ternyata untuk dan terhadap perkawinan dimaksud
yang bersangkutan tidak dapat membuktikan dengan adanya Akta Nikah, maka
oleh karena itu untuk dan terhadap perkawinan dimaksud pengesahannya harus
dengan Penetapan Pengesahan Nikah (Istbat Nikah) dari Pengadilan
Agama/Mahkamah Syar’iyah sebagaimana permohonan para Pemohon.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan tersebut
Hakim berpendapat/berkesimpulan, permohonan para Pemohon telah memenuhi

syarat untuk mendapatkan Penetapan Istbat Nikah/Pengesahan Nikah dari

Hal. 12 dari 14 Hal. Penetapan No.55/Pdt.P/2025/MS.Skm

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama/Mahkamah Syar’iyah sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat
1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 4, Jo Pasal
7 Kompilasi Hukum Islam, maka dengan demikian permohonan para Pemohon
dapat dikabulkan dengan menyatakan perkawinan Pemohon | dengan Pemohon I
yang dilaksanakan pada tanggal pada tanggal 02 September 2016 di Gampong
Peunaga Baroe, Kecamatan Meureubo, Kabupaten xxxx Barat, Provinsi xxxx
adalah sah;

Menimbang, bahwa pencatatan perkawinan merupakan syarat administrasi
yang melekat dan merupakan hak setiap warga negara, dengan mengedepankan
asas kemanfaatan, oleh karena perkawinan para Pemohon dilaksanakan di
Gampong Peunaga Baro, Kecamatan XxxxX XXXXXXX, XXXXXXXXX XXXXX XXXX, XXXX,
dan para Pemohon saat ini bertempat tinggal di wilayah Kecamatan xxxxx
XXxxxxx, Kabupaten Nagan Raya, maka berdasarkan asas kemanfaatan, Hakim
memerintahkan para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya kepada
Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi
tempat tinggal para Pemohon.

Menimbang, bahwa untuk memenuhi Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum
Islam, yaitu : “agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam setiap
perkawinan harus dicatat”, dengan demikian berdasarkan Pasal 35 huruf a dan
Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi
Kependudukan, maka para Pemohon diperintahkan untuk mendaftarkan
perkawinannya sesuai dengan penetapan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor
Urusan Agama Kecamatan tersebut selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari
sejak perkawinan para Pemohon ditetapkan oleh Pengadilan/Mahkamah
Syar’iyah.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang
perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang
Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini

dibebankan kepada para Pemohon;
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Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang

berlaku dan hukum syara’ yang berkenaan dengan perkara ini.
MENGADILI

1.Mengabulkan permohonan para Pemohon;

2.Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon | (PEMOHON 1) dengan

Pemohon Il (PEMOHON 2) yang dilaksanakan pada tanggal pada tanggal 02

September 2016 di Gampong Peunaga Baroe, Kecamatan Meureubo,

Kabupaten xxxx Barat, Provinsi xxxx;

3.Memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan pernikahannya

pada Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxX XxXxxxX, Kabupaten Nagan

Raya;

1.Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara

sejumlah Rp170.000,00 (seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Mahkamah Syar’iyah Suka Makmue
pada hari Rabu, tanggal 25 Juni 2025 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 29
Zulhijjah 1446 Hijriyah dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara
elektronik pada hari itu juga oleh Muzakir, S.H.l.,, M.H. sebagai Hakim Tunggal,
dibantu Nila Janiati, S.H.l., M.H. sebagai Panitera dengan dihadiri para Pemohon.

Hakim Tunggal

Muzakir, S.H.l., M.H.
Panitera

Nila Janiati, S.H.l., M.H.

Perincian biaya:

1. PNBP Rp 60.000,00
2. Proses Rp 100.000,00
3. Panggilan Rp 0,00
4.  Meterai Rp 10.000,00
Jumlah Rp 170.000,00

(seratus tujuh puluh ribu rupiah)
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